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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  19  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 59 

TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BLORA, 

 

Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) cenderung meningkat dari waktu ke 

waktu, dan dalam rangka percepatan penanganan 

Corona Virus Disease 2019  tersebut diperlukan 

langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan 

sinergis  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; 

b. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan 

percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) di Kabupaten Blora, perlu dilakukan 

refocusing dan/atau realokasi anggaran pada 

Perangkat Daerah terkait; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 

2020; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4438); 



3 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang  

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 

Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Blora Nomor 

2); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora  Nomor 7); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 10); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 

Nomor 21); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang  Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 655); 

25. Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 14 

Tahun 2020 tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 

2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 

Nomor 14); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 59 TAHUN 

2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 

ANGGARAN 2020. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Blora Nomor 14 Tahun 2020 tentang  Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Blora Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 

Anggaran 2020 terdiri dari : 

1. Pendapatan Daerah  

 a. Pendapatan asli daerah Rp.  266.745.355.000,00  

 b. Dana perimbangan Rp.  1.422.056.566.000,00  

 c. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 

Rp.  540.542.848.900,00  

 Jumlah pendapatan daerah Rp.  2.229.344.769.900,00 

2. Belanja daerah 

 a. Belanja tidak langsung  

 1) Belanja pegawai Rp.  837.476.424.034,00  

 2) Belanja hibah Rp.  63.732.010.000,00  

 3) Belanja bantuan 

soaial  

Rp.  4.822.000.000,00  

 4) Belanja bagi hasil 

kepada provinsi/ 

kabupaten/kota dan 

pemerintah desa 

Rp.  7.141.000.000,00  
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5) Belanja bantuan 

keuangan kepada 

provinsi/kabupaten/ 

kota dan pemerintah 

desa 

Rp.  393.205.440.500,00 

 6) Belanja tidak terduga Rp.  1.100.000.000,00  

 
Jumlah belanja tidak langsung 

Rp.  1.307.476.874.534,00 

 b. Belanja langsung  

 1) Belanja pegawai Rp.  81.216.149.490,00  

 2) Belanja barang dan 

jasa 

Rp.  413.470.450.154,00  

 3) Belanja Modal Rp.  477.282.189.722,00  

 Jumlah belanja langsung Rp.  971.970.789.366,00 

 Jumlah belanja Rp.  2.279.447.663.900,00 

 c. Surplus/(defisit)  (Rp.  50.102.894.000,00) 

3. Pembiayaan daerah 

 a. Penerimaan  Rp.  69.602.894.000,00 

 b. Pengeluaran Rp.  19.500.000.000,00 

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

(SILPA) 

Rp.  0,00 

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

5. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

      

 Ditetapkan di  Blora 

 pada tanggal 31 Maret 2020 

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 31 Maret 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

 Cap Ttd  

 KOMANG GEDE IRAWADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 19 

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 

 

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. 
NIP. 19760905 199903 2 004 

 xxxxxx. 

 

 

 Sesuai dengan Aslinya 

 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora, 

  

  

  

 BONDAN ARSIYANTI, SH., MSi. 

 NIP.  19760905 1999032 004 

 


